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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Majelis Krama Desa dalam perannya menyelesaikan konflik sengketa antar 

warga Desa Tanjung berlandaskan azas dan prinsip antara lain Transparansi, di 

implementasikan dalam bentuk keterbukaan data dan informasi pada saat 

proses mediasi. Nondiskriminasi, Majelis Krama Desa menerima dan 

memberikan hak dan fasilitas yang sama kepada masyarakat walaupun berasal 

dari latar belakang yang berbeda.Kearifan lokal, Majelis Krama Desa 

menyelesakan konflik dengan mediasi dengan memperhatikan awik-awik atau 

hukum adat masyarakat setempat. Akuntabiltas, dalam bentuk pembuatan 

berita acara setelah proses mediasi serta akta perdamaian jika kasus 

terselesaikan dengan kesepakatan damai. Berkeadilan, MKD mengambil 

keputusan secara objektif dan proposional melalui pendalaman kasus, jika 

kedua pihak sepakat melimpahkan putusan ketangan Majelis Krama Desa. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik oleh Majelis Krama 

Desa adalah kehidupan sosial dilihat dari interaksi masyarakat yang berkonflik 

di desa Tanjung terhadap peran Majelis Krama Desa yang cenderung 

mendukung. Lalu pola sosial dilihat dari kondisi masyarakat di daerahnya, 

khsususnya desa Tanjung kondisi sosial masyarakatnya masih menerapkan 

nilai-nilai tradisional dalam kehidupan bermasyarakat menjadi faktor 

pendukung karna sesuai dengan konsep MKD. Faktor berikutnya adalah dari 

internal MKD sendiri yang pengurusnya diangkat dari tokoh yang terpandang 
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di daerah tersebut sehingga mejadi faktor pendukung, karena secara sosiologis 

pasti dihargai oleh maasyarakat. 

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini  adalah 

: 

1. Majelis Krama Desa menghadirkan lebih banyak lagi pihak yang terkait 

dengan jenis konflik yang ditangani oleh Majelis Krama Desa untuk 

memberikan keteranagan kapada para pihak yang bersengketa sebagai bentuk 

keterbukaan yang jelas kepada para pihak. 

2. Majelis Krama Desa harus sesekali membuat sosialisasi kepada masyrakat agar 

masyarakat lebih tau tentang Majelis Krama Desa. 

3. Majelis Krama Desa coba mengumpulkan semua awik-awik di masing dusun 

sehingga menjadi satu awik-awik yang terintegritas yang menjadi patokan 

khusus bagi Majleis Krama Desa. 
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